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ABSTRAK

PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

( JANTO ASDOL . R . BANJARNAOR , 02033100161 , STUDI HUKUM DAN
SISTEM PERADILAN PIDANA)

Tindak pidana korupsi saat ini merupakan sorotan dari masyarakat umum ,Hal itu
diakibatkan karena semakin besarnya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh aparatur negara
Jlegislatif bahkan aparat hukum itu sendiri. Akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut
mengurangi kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara ,khususnya aparat
penegak hukum.

UUD 1945 memberikan posisi yang sangat tinggi pada Badan Pemeriksa
Keuangan(BPK) sebagai suatu lembaga Negara sendiri .Pemberian posisi yang sangat tinggi
tersebut disertai tugas dan wewenang yang diatur dalam UU no 15 th 2006 tentang BPK.

BPK sangat diharapkan dapat memperbaiki ,mencegah ,serta mengungkapkan
penyelewengan keuangan negara .itu dapat dilakukan BPK melalui hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh auditor BPK .Tujuan pemeriksa BPK adalah untuk memperbaiki tata kelola
keuangan negara yang kurang baik, independensi yang dimiliki BPK sangat diharapkan
untuk pemberantasan tindak pidana melalui audit keuangan negara/ pemeriksaan keuangan
negara .

Melalui peran yang dimiliki oleh BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi .Adapun peran yang dimiliki BPK
adalah: Meningkatkan mutu pemeriksaan ,memperluas cakupan pemeriksaan ,dan
meningkatkan perbaikan sistem pengendalian intern melalui saran yang diberikan.

Dari hasil investigasi pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK yang memiliki
indikasi korupsi akan dilaporkan ke DPR dan ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum
(KPK,Jaksa ,Polisi).Hasil temuan BPK tersebut akan dijadikan alat bukti dalam penyidik dan
persidangan .Dan auditor BPK yang menemukan indikasi korupsi dalam pemeriksaannya
akan dijadikan saksi ahli di persidangan sesuai dengan pengaturan di KUHAP Pasal 186.

(Kata kunci: Badan Pemeriksa Keuangan, Hasil Pemeriksaan, Tindak Pidana Korupsi, Peran)



BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas
hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Ini berarti
bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasrkan
Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak manusia, dan menjamin semua
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya'.

Dalam lingkup amanat dan tuntutan masyarakat era reformasi, masyarakat
mengkehendaki pemberdayaan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi,
karena pada masa Orde baru, hukum tidak berdaya dalam memberantas korupsi. Oleh
karena itu, GBHN 1999-2004 merumuskan amanat rakyat di bidang pembangunan
hukum sebagai berikut:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk
terciptanya kesadaran adan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi
hukum dan tegaknya negara hukum.

2. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian

hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak

asasi manusia.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 1




3. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak
hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk
menumbuhkan  kepercayaan masyarakat dengan  meningkatkan
kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta
pengawasan.

4. Menyelenggarakan proses peradilan secara tepat, mudah, murah, dan
terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap
menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

Amanat dan tuntuan masyarakat tersebut dirumuskan di dalam arahan GBHN
1999-2004 di bidang hukum tersebut, menghendaki proses peradilan yang tidak
korupsi, kolusi, dan nepotisme, masyarakat menghendaki penegak hukum yang
profesional dan bermoral dalam penegakkan hukum dan melakukan pengawasan
secara efektif.

Pemberantasan korupsi merupakan agenda besar yang harus dilaksanakan
oleh bangsa Indonesia agar dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik. Akan
tetapi kenyataan menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang telah
berjalan sejak tahun 1998 sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan?.

Tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang
mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh

tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

o Taufik Effendi, Menjalin Sinergi Antara Lembaga Pengawasan Dalam Pemberantasan

Korupsi, jurnal hukum dan ham bidang pendidikan, 2006 , vol 4,1n0.2, hal 10



Dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih
menguntungkan kelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme
yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha, sehingga merusak
sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional’.

Dengan pertimbangan itulah, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
memandang perlu ketetapan MPR yang mengatur tentang penyelenggaraan negara
yang bersih dan bebas KKN, yang kemudian dituangkan ke dalam ketetapan MPR RI
nomor XI/MPR/1998. substansi ketetapan MPR ini mengamanatkan agar
penyelenggara negara pada lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif harus
melaksanakan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil,
terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek KKN*,

Dari laporan Transparency International, tahun 1996 Indonesia masuk
peringkat ke 6 negara terkorup dari 58 negara yang disurvei, setelah Nigeria,
Tanzania, Paraguay, dan Kamerun. Kemudian tahun 1999 Indonesia naik peringkat
ke 99 negara yang disurvei setelah Nigeria dan Kamerun. Tahun 2000 Indonesia
menempati urutan ke kelima sebagai negara yang terkorup dari 90 negara yang
disurvei setelah Aztbaijan, Ukraina, Yugoslavia, dan Nigeria.

Tahun 2001 peringkat Indonesia naik ke posisi keempat dari 96 negara yang
disurvei. Dan tahun 2002 Indonesia tetap bertahan di peringkat ke 4 sebagai negara

terkorupsi dari 120 negara yang disurvei, setelah Bangladesh, Nigeria, dan Paraguay.

2 Hidayat Nur wahid, Bahaya Korupsi bagi Perkembangan peradaban Bangsa, jurnal

?cndidikan hukum dan ham, 2006, vol4, no.2 hal 5
Ibid hal 5



Kemudian pada tahun 2003 Indonesia kembali menduduki peringkat keenam negara
terkorup di dunia. Hingga pada tahun 2005 peringkat negara kita naik menjadi kelima
dalam dafiar negara terkorup’.

Pada tahun 2006, IPK Indonesia adalah 2,4. Sedangkan IPK pada tahun 2007
adalah 2,3. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan 0,1
poin dari tahun sebelumnya. IPK tersebut adalah persepsi korupsi di sektor publik
pada 180 negara, dan Indonesia menduduki peringkat 38%. Hal ini memberikan
gambaran negara kita mengalami penurunan dalam upaya pemberantasn korupsi.
Menurut Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesian (TII) Todung
Mulya Lubis ada beberapa faktor yang menjadikan penurunan IPK Indonesia. Hal itu
antara lain masih banyak koruptor yang dibebaskan dari jeratan hukum. Dia
mencotohkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis bebas Pontjo Sutowo dan
Ali Mazi dari dakwaan korupsi perpanjangan hak guna bangunan Hotel Hilton. Kasus
korupsi pengadaan bantuan gubernur untuk air bersih senilai Rp 800juta’.

Dari sekian banyak upaya penangulangan tindak pidana korupsi yang
dilakukan pemerintah, permasalahan tindak pidana korupsi tetap tidak terhapus.
Tindak pidana korupsi tetap merajalela didalam pemerintahan Negara Republik
Indonesia. Upaya yang cukup banyak dilakukan pemerintah Indonesia tidak akan
berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama yang sinergis antara lembaga-lembaga.

Dalam pemberantasan korupsi seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial,

1bid hal 7
1bid hal 4
www. google.com
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Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan(BPKP).

Dalam rangka rehabilitsasi seluruh aspek kehidupan nasional yang
berkeadilan dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui usaha
pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta
keluarganya yang diduga berasal dari praktik KKN, dan mampu membebaskan diri
dari praktik KKN.

Undang Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 23 ayat 5, memberikan posisi
yang sangat tinggi pada Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) sebagai suatu lembaga
negara sendiri. Tugas BPK adalah untuk memelihara transparansi dan akuntabilitas
seluruh aspek keuangan negara. BPK bertugas untuk memelihara semua asal usul dan
beberapa penerimaan negara dari manapun sumbernya. BPK bertugas untuk
memeriksa dimana uang negara itu di simpan. BPK sekaligus bertugas untuk apa
uang negara tersebut dipergunakan.

Sebagaimana dengan lembaga negara lainnya, BPK dimasa pemerintahan
otoriter dimasa lalu adalah berada dibawah pengaturan pemerintah. Pemerintah
mengatur BPK melalui pembatasan objek pemeriksanya, kontrol organisasinya,
kontrol anggarannya, kontrol personal termasuk karyawannya maupun pengawasan
atas pemilihan metoda pemeriksaan serta isi laporan pemeriksaannya. Melalui kontrol
seperti itu, BPK dimasa lalu tidak lebih dari tukang stempel keinginan pemerintah

agar tidak mengganggu “Stabilitas Nasional” dan laporan hasil pemeriksaan BPK

disesuaikan dengan selera pemerintah.



Namun berkat kerja keras Panitia Kerja(Panja) Undang-undang dan komisi
X1 DPR serta pemerintah, Undang-undang no 15 tahun 2006 tentang BPK telah
dapat diterbitkan dalam masa satu tahun pembahasan untuk menggantikan Undang-
undang no 5 tahun 1973. Penerbitan Undang-undang itu telah memulihkan kembali
independensi dan kemandirian BPK secara formal sebagaimana yang dikehendaki
pasal 23 Undang Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Undang-undang BPK
yang baru tersebut sudah lebih dekat dengan keinginan independensi serta
kemandirian lemabaga pemeriksaan keuangan sebagaimana yang diharapkan oleh
deklarasi Lima yang dihasilkan oleh kongres IX INTOSAI9(The International
Organitation of Supreme Audit Institution) organisasi BPK sedunia, di kota Lima,
Peru pada bulan Oktober 1977.8

Independensi BPK bukan saja menyangkut organisasi secara formal adalah
berada diluar cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif pemerintahan.
Independensi BPK menurut deklarasi Lima, seyogianya juga tercermin dalam hal
independensi personilnya dalam pengambilan keputusan, independensi dalam bidang
keuangan serta anggaran. Independensi BPK sekaligus harusnya tercermin dalam hal
kewenangan nya untuk melakukan pemeriksaan pada semua sumber penerimaan
negara termasuk penerimaan pajak maupun bukan pajak. BPK yang independensi
juga memiliki kewenangan untuk menemukan atau mengetahui  adanya

penyimpangan atau tindak pidana terhadap pengelolaan keuangan negara.

www.bpk.go.id


http://www.bpk.zo.id

Independensi yang tidak kurang pentingnya adalah dalam hal kebebasan untuk
memilih metode audit serta dalam penyusunan laporannya agar tidak distortif.

BPK mempunyai tugas dan kewenangan dalam pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keunagan negara sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat 1 Undang-
undang no 15 tahun 2006 tentang BPK yaitu :

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Layanan Umum, dan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara”.

Dalam melaksanakan tugas yang diberikan terhadap BPK tersebut, maka BPK
diberikan kewenangan seperti yang diatur pada pasal 9 ayat 1 Undang-undang no 15
tahun 2006 yaitu :

a. Menetukan objek  pemeriksaan, merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode
pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan
pemeriksaan;

b. Meminta keterangan dan / atau dokumen yang wajib diberiakn
oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia,

BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,



dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan

negara;

. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan

barang milik negara, ditempat pelaksanaan kegiatan,
pembukuan dan tata usaha keuangan, serta pemeriksaan
terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti,
rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang

berkatian dengan pengelolaan keuangan negara;

. Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi mengenai

pengelolan dan tanggungjawab keuangan negara yang wajib

disampaikan pada BPK;

. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah

konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang
wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara;

Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan

tanggungjawab keuangan negara;

. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar

BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

. Membina jabatan fungsional pemeriksa;

Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan;

dan



j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian
interm  Pemerintah  Pusat/Pemerintah Daerah  sebelum
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun,
tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang
terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana tersebut
yang dulunya hanya dianggap sebagai kejahatan yang biasa saja, tetapi karena
pengaruh dan perkembangannya yang sangat pesat dan merugikan keuangan negara
maka kejahatan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (extra
ordinary crime).

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada
memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan
yang' dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi
negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, yang merupakan perilaku
jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi’. Sulitnya penanggulangan tindak
pidana korupsi terlihat daribanyak diputusbebaskannya terdakwa yang dilakukan oleh
hakim, karena alat bukti yang ada tidak dapat menguatkan bahwa si terdakwa
melakukan tindak pidana korupsi atau adanya kesulitan dari pihak penyidik
memberikan alat bukti di persidangan.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena pelakunya

menggunakan peralatan canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang

9 Evi Hartanti, Opcit., hal 2



10

dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini
sering disebut White Collar Crime atau kejahatan kerah putih. Sulitnya
pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dialami oleh Jaksa, Polisi, dan
KPK, khususnya dalam hal pemberian alat bulti di persidangan untuk mengadili para
koruptor adalah menjadi salah satu faktor penghambat pemberantasan tindak pidana
korupsi di Indonesia sehingga banyak diputusbebaskannya para terdakwa tindak
pidana korupsi.

Untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang sulit pembuktiannya,
diperlukan suatu badan atau lembaga yang membantu pihak penyidik untuk
menemukan alat bukti. BPK sebagai lembaga yang independen dan mempunyai
kewenangan sebagaimana pada pasal 6 dan pasal 9 Undang-undang Nol5 tahun 2006
tentang BPK, mampu memberikan alat bukti yang kuat yang didapat dari hasil audit
yang dilakukan oleh auditor BPK. Menurut pasal 7 Undang-undang No 15 tahun
2006 BPK menyerahkan laporan pemeriksaannya kepada Lembaga Perwakilan
Rakyat (DPR,DPD,DPRD)'’. Setelah diserahkannya kepada Lembaga tersebut BPK
wajib untuk memuatnya dalam website-nya agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
Apabila dalam hasil audit yang dilakukan BPK terdapat hal-hal yang mengandung
unsur pidana maka BPK melaporkan kepada penegak hukum (kepolisian, kejaksaan,
dan KPK). Pada gilirannya pemerintah, DPD,DPR,DPRD dan para penegak hukum
tersebut menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta rekomendasi BPK. Sebagai

lembaga yang hak bujet, DPR dan DPRD dapat menerbitkan Undang-undang dan

10 http://id.wikipedia.org/wiki/Pembuktian Dalam Korupsi , Selasa 16 Februari 2007
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mendesak pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan uang serta asetnya.
Lembaga Perwakilan Rakyat juga dapat meneruskan kasus tindakan kriminal untuk
diusut lebih lanjut oleh penegak hukum'!. Pada pasal 8 ayat 3 dan 4 menyatakan
bahwa:

1. ayat 3 “ apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK
melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu)
bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

2. ayat 4 “ laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan
dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa kiranya sangat penting untuk
membahas peranan dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam memberantas tidak pidana
korupsi dan mengetahui apakah hasil pemeriksaan BPK dapat dijadikan alat bukti

keterangan ahli sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

" www.bpk.go.id, Anwar Nasution , Peran BPK dalam Mewujudkan Cita-cita Reformasi

Sistem sosial Indoneiadiakses 21 Maret 2007
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Melihat hal-hal tersebutlah, penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan
judul: “PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ”.

B. Permasalahan
Dari uraian latar belakang diatas ,maka merumuskan permasalahan adalah :
1. Bagaimana peranan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Apakah hasil pemeriksaan BPK dapat dijadikan sebagai alat bukti
keterangan ahli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
C. Ruang Lingkup Masalah

Mengingat luasnya masalah yang berhubungan dengan topik yang akan
dibahas ,maka penulis membatasi ruang lingkup hanya sekitar permasalahan saja,
yaitu peranan BPK dalam memberantas tindak pidana korupsi dan hasil pemeriksaan
atau hasil audit BPK dijadikan alat bukti keterangan ahli dalam memberantas tindak
pidana korupsi. Hal ini diharapkan agar pada saat pembahasan masalah, tidak terjadi
kesalahan dalam penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penilisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: Untuk

mengetahui peranan Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atas bantuan yang

diserahkan kepada penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
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E. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penulisan laporan akhir penulis ini di bagi menjadi dua
(2) bagian yaitu :
1. Manfaat Praktis
Dengan penulisan laporan akhir penulis ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi untuk memberi informasi dan wawasan bagi penulis sendiri dan
mudah-mudahan bagi orang lain juga, terutama yang menaruh perhatian
besar pada permasalahan tentang pemberantasan korupsi.
2. Manfaat Teoritis
Dengan peranan BPK dalam pemberantasan korupsi kiranya dapat
menjadi bahan kajian dan sumbangan bagi dunia pendidikan untuk
menambah pengetahuan kita mengenai dunia hukum pidana dan perangkat
pendukung yang ada di dalamnya, serta menambah pengetahuan tentang
informasi dalam pemberantasan korupsi yang sering dibicarakan dalam
dewasa ini.
E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif,
dengan melihat asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum,

dan sejarah hukum.'? Penelitian  hukum normatif adalah penelitian

12 Amirudin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2004, him. 29
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dengan cara meneliti bahan pustaka (tertulis) atau bahan sekunder.
Dengan penelitian hukum normatif ini akan menganilisis mengenai tolak

ukur dari permasalahan diatas.

. Jenis dan bahan

a. Jenis bahan yang digunakan adalah bahan sekunder yaitu bahan yang
diperoleh dari berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis.

b. Bahan diperoleh dari bahan sekunder atau bahan-bahan yang diperoleh
dari perpustakaan, berupa undang-undang, teori-teori, jurnal, majalah,
dan lain-lain.

. Teknik Pengumpulan Bahan

Karena jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif,

maka bahan yang dikumpulkan berupa bahan sekunder. Bahan sekunder

dari penelitian normatif disebut dengan bahan hukum yang mencakup :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, KUHP, KUHAP,
TAP MPR No. XI 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas KKN, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006
Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berhubungan erat dengan BPK dan tindak

pidana korupsi
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang akan memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya
kalangan hukum, misalnya buku, makalah, artilkel dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti
kamus hukum.

4. Analisa bahan

Analisa bahan yang dilakukan dengan menganalisisnya dan kemudian
menarik kesimpulan dari masalah-masalah tersebut. Bahan yang ada
dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan teori-teori
dan penjelasan dari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, makalah serta
informasi yang diperoleh melalui media internet yang berkaitan dengan
permasalahan.

Penarikan kesimpulan dengan metode induktif. Dengan metode ini

pendapat-pendapat yang diperoleh dari suatu teori digeneralisasi sehingga

dapat menjawab permasalahan.




DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku
Amirudin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
------------- , Tindak Pidana Korupsi Edisi ketiga, Jakarta : Penerbit : Sinar Grafika,

Hidayat Nur wahid, Bahaya Korupsi bagi Perkembangan peradaban Bangsa, jurnal
pendidikan hukum dan ham, 2006, vol4

JR. Djajak Saragih, Korupsi dan Teknik-teknik penyidikannya Bahan kuliah pada
Pusdiklat, pend idikan pembentukan jaksa juni 2001 s/d Oktober 2001 di Direktorat
tindak pidana korupsi jaksa agung mada tindak pidana khusus kejaksaan agung Ri di
Jakarat

Mohammad Yamin, Undang-undang Pemberantasan korupsi, Alumni, Bandung, hal

6
Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi

Taufik Effendi, Menjalin Sinergi Antara Lembaga Pengawasan Dalam
Pemberantasan Korupsi, jurnal hukum dan ham bidang pendidikan, 2006

Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
KUHAP



Internet

www.bpk go.id
www.bpk go.id, Anwar Nasution , Peran BPK dalam Mewujudkan Cita-cita

Reformasi Sistem sosial Indoneiadiakses 21 Maret 2007

www. google.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembuktian Dalam Korupsi , Selasa 16 Februari 2007

www.jurnal hukum.com

www.mahkamahagung.go.id

www.google.com, Bahan Sosialisai, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, diakses 2009

www. hukumonline.com, Ini Dia Hasil Audit Investigasi BPK Atas Kasus Bank
Century.Senin, 23 November 2009.


http://www.bpkso.id
http://www.bpkso.id
http://www.google.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembuktian
http://www.google.com

